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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah 

dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum 

yang terjadi antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 

P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

70/PUU-XXII/2024 merupakan manifestasi dari benturan antara 

tafsir pragmatis-administratif dengan tafsir konstitusional-

substantif. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya lebih 

menitikberatkan pada aspek perluasan akses demokrasi dan 

kemanfaatan bagi subjek hukum tertentu dengan menarik titik 

hitung usia ke momen pelantikan, namun langkah ini justru 

menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem karena jadwal 

pelantikan bukan merupakan variabel tetap dalam tahapan pemilu. 

Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi hadir melakukan koreksi 

fundamental dengan menegaskan bahwa syarat usia adalah 

kualifikasi mutlak yang harus dipenuhi pada saat penetapan calon, 

guna menjaga integritas dan prediktabilitas tahapan pemilihan 

kepala daerah. Secara hierarkis, berdasarkan asas Lex Superior 

Derogat Legi Inferiori, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat secara erga omnes, 

sehingga tafsir MK secara otomatis melumpuhkan keberlakuan 

tafsir MA demi tegaknya supremasi konstitusi dan kepastian 

hukum yang berkeadilan di Indonesia. 
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 Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 dinilai jauh lebih 

selaras dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam karena 

mengedepankan aspek At-Tasyri‟ (kepastian hukum) dan Al-

‟Adalah (keadilan) di atas kepentingan politik praktis. Konsep 

kematangan pemimpin dalam Islam yang dikenal dengan istilah 

Ar-Rushd memerlukan parameter yang jelas dan tidak bersifat 

gharar (spekulatif), sehingga penentuan batas usia di awal 

pendaftaran merupakan bentuk ijtihad Waliyyul Amri yang paling 

maslahat untuk mencegah kerusakan (Sadd adz-Dzari‟ah) berupa 

nepotisme maupun manipulasi administratif. Penulis 

menyimpulkan bahwa upaya menarik batas usia ke titik pelantikan 

sebagaimana diamanatkan oleh MA justru menghadirkan 

kemudharatan sistemik yang bertentangan dengan kaidah 

tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah. Oleh karena 

itu, konsistensi MK dalam menjaga ambang batas usia di hulu 

tahapan pemilu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan 

upaya menjaga amanah kedaulatan rakyat dan memastikan bahwa 

setiap pemimpin daerah yang lahir memiliki legitimasi hukum dan 

moral yang sempurna sejak kompetisi dimulai. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) 

 Peneliti menyarankan agar pembentuk undang-undang 

segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan 
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Kepala Daerah (UU Pilkada) dengan menyisipkan klausul yang 

eksplisit mengenai titik hitung usia minimal calon. Ketidakjelasan 

redaksional dalam pasal-pasal mengenai syarat calon selama ini 

telah membuka ruang bagi lembaga peradilan untuk melakukan 

penafsiran yang saling bertabrakan. Legislator harus menegaskan 

bahwa seluruh syarat administratif, termasuk usia, merupakan 

kualifikasi statis yang wajib dipenuhi pada saat penetapan calon 

guna menutup celah manipulasi jadwal pelantikan di masa depan. 

Langkah kodifikasi yang jelas ini sangat krusial untuk menjaga 

prinsip predictable procedure dalam setiap kontestasi politik dan 

menghindari fenomena "akrobat hukum" yang dapat merusak 

kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. 

2. Bagi Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi) 

 Diperlukan adanya mekanisme harmonisasi dan 

sinkronisasi yang lebih integratif antara Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara yang memiliki 

implikasi politik luas dan berdampak pada hajat hidup orang 

banyak. Peneliti menyarankan agar kedua lembaga tertinggi ini 

mengedepankan prinsip judicial restraint (menahan diri) dan tidak 

terjebak dalam arus yudisialisasi politik yang pragmatis. Khusus 

bagi Mahkamah Agung, dalam melakukan pengujian peraturan di 

bawah undang-undang (judicial review), hendaknya tetap 

memperhatikan secara saksama nilai-nilai konstitusionalitas dan 

kesatuan sistem hukum agar tidak lahir putusan yang kontradiktif 
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dengan prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Konsistensi antara kedua lembaga ini 

adalah kunci utama dalam menciptakan kewibawaan hukum (legal 

authority) dan kepastian hukum yang adil di Indonesia. 

3. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai eksekutor regulasi 

disarankan untuk selalu memposisikan Putusan Mahkamah 

Konstitusi sebagai pedoman utama dan tertinggi dalam menyusun 

Peraturan KPU (PKPU), mengingat sifat putusannya yang final dan 

mengikat secara konstitusional. Penyelenggara pemilu harus 

bertindak progresif namun tetap berada dalam koridor hukum 

untuk memastikan bahwa setiap tahapan verifikasi calon 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan 

sosialisasi yang lebih masif kepada partai politik dan masyarakat 

mengenai syarat-syarat pencalonan yang sah agar tidak terjadi 

disinformasi hukum yang dapat memicu konflik horizontal di 

lapangan selama proses Pilkada berlangsung. 

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

mendalami dampak sosiologis dari dualisme putusan lembaga 

peradilan terhadap kualitas kepemimpinan daerah di Indonesia. 

Penelitian masa depan dapat difokuskan pada analisis 

perbandingan mengenai efektivitas kepemimpinan kepala daerah 

yang terpilih pada usia muda dibandingkan dengan mereka yang 

berusia lebih matang dalam perspektif kinerja pemerintahan 
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daerah. Selain itu, kajian lebih mendalam mengenai konsep Rushd 

(kematangan) dalam hukum Islam kontemporer dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk merumuskan indikator-indikator 

kualitatif bagi syarat pemimpin, sehingga kriteria kepemimpinan 

tidak hanya terpaku pada angka usia biologis, tetapi juga pada 

kematangan emosional dan integritas moral yang teruji. 
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